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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) dengan judul “STUDI KOMPARATIF SISTEM PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH E-FILLING” 

sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus pada program Diploma III 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Dalam memasuki dunia kerja, seorang mahasiswa yang akan menjadi alumni 

nantinya tidak hanya dituntut untuk lulus berbekal kecerdasan intelektual namun 

harus memiliki kemampuan dasar. Seperti kita ketahui selama menempuh 

pendidikan di Universitas, mahasiswa hanya diberikan bekal ilmu teori. 

Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill) dan sikap (attitude). Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut, 

tidak semua dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal. Oleh karena itu, 

mahasiswa perlu melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). PPL 

merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum D-III Manajemen 

Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada 

mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan 

selama kegiatan perkuliahan. Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UMSU, khususnya Jurusan D-III Manajemen Pajak, diwajibkan untuk mengikuti 

program ini, karena PPL merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar 

Ahli Madya (A.Md). Menurut buku pedoman magang atau sama juga dengan 

Program Pengalaman lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (2009:1) bahwa “perguruan tinggi sebagai 

institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya 
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pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan daya saing 

bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan 

baik, maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unngul. 

Dalam masa ini, seorang mahasiswa bukan hanya dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang holistik seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki 

jejaring (networking) yang luas, mampu mengambil keputusan peka terhadap 

perubahan dan perkembangan yang terjadi didunia luar, dan lain-lain. Fakta yang 

terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kualifikasi tersebut sulit 

ditemukan, untuk hal tersebut maka dibutuhkan sebuah program magang atau juga 

disebut Program Pengalaman Lapangan sebagai sarana pembelajaran bagi 

mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh berbagai holistic yang 

dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan.”  

 

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Penulis melaksanakan PPL di KPP Pratama Binjai Jl. Binjai No. 1. Kegiatan 

PPL ini dilakukan selama sebulan lamanya terhitung sejak tanggal 01 Februari 

2019 sampai tanggal 28 Februari 2019. Dengan jadwal masuk dimulai dari hari 

senin sampai jum’at pukul 08.00-17.00 WIB. Dan selama kegiatan PPL 

dilaksanakan, penulis ditempatkan dibagian Pelayanan. Adapun tugas dalam seksi 

pelayanan antara lain: 

1. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan; 
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3. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta surat 

lainnya; 

4. Penyuluhan perpajakan; 

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP); 

6. Melakukan kerja sama perpajakan. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana melakukan penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan; 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan; 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan (SPT) serta surat lainnya; 

4. Untuk mengetahui bagaimana penyuluhan perpajakan; 

5. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak 

(WP); 

6. Untuk mengetahui bagaimana melakukan kerja sama perpajakan. 
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2. Manfaaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai pada Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) adalah : 

1. Penulis dapat mengetahui bagaimana melakukan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan; 

2. Penulis dapat mengetahui bagaimana pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan; 

3. Penulis dapat mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan 

Surat Pemberitahuan (SPT) serta surat lainnya; 

4. Penulis dapat mengetahui bagaimana penyuluhan perpajakan; 

5. Penulis dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan registrasi Wajib 

Pajak (WP); 

6. Penulis dapat mengetahui bagaimana melakukan kerja sama 

perpajakan. 
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BAB II 

DESKRIPSI  DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai 

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP),kantor ini bernama Kantor 

Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara 

dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 

1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 

tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib 

pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor 

Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :  

1) KPP Medan Utara   

2) KPP Medan Timur  

3) KPP Medan Barat   

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal29 Maret 1994 terhitung 

mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor 

Pelayanan Pajak, yaitu :  

1) KPP Medan Utara  

2) KPP Medan Timur 

3) KPP Medan Barat   

4) KPP Medan Binjai   

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 

Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat 
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Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT)  

terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) 

Kantor Pelayanan Pajak, meliput :  

1) KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.  

2) KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.  

3) KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.  

4) KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.  

5) KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.  

6) KPP Binjai, berdomisili di Jl.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.   

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 

535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah 

diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah 

berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan 

Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.   

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK01/1994 tanggal 29 Maret 1994 

memiliki wilayah kerja sebagai berikut:  

1) Kotamadya Binjai   

2) Kabupaten Langkat  

3) Kabupaten Deli Serdang   

a. Kecamatan Labuhan Deli  

b. Kecamatan Sunggal  

c. Kecamatan Pancur Batu  

d. Kecamatan Hamparan Perak  

e. Kecamatan Sibolangit  
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f. Kecamatan Kutalimbaru  

4) Kabupaten Tanah Karo   

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

KEP-95/PJ./2008 tentang  Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai 

Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam 

dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan di Lungkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 

I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak 

Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor  Pelayanan Pajak  

Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:  

1) Kotamadya Binjai  

a. Kecamatan Binjai Timur  

b. Kecamatan Binjai Kota  

c. Kecamatan Binjai Utara  

d. Kecamatan Binjai Barat  

e. Kecamatan Binjai Selatan  

2) Kabupaten Langkat  

a. Kecamatan Pangkalan Susu  

b. Kecamatan Gebang  

c. Kecamatan Hinai  
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d. Kecamatan Secanggang  

e. Kecamatan Sawit Seberang  

f. Kecamatan Babalan  

g. Kecamatan Sei Lepan  

h. Kecamatan Stabat  

i. Kecamatan Sirapit 

j. Kecamatan Binjai  

k. Kecamatan Besitang  

l. Kecamatan Tanjung Pura  

m. Kecamatan Wampu  

n. Kecamatan Pematang Jaya  

o. Kecamatan Brandan Barat  

p. Kecamatan Kuala  

q. Kecamatan Selesai  

r. Kecamatan Bahorok  

s. Kecamatan Kutambaru  

t. Kecamatan Sei Bingai  

u. Kecamatan Batang Serangan  

v. Kecamatan Walapian   

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 

pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah 

diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 

sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 

2014. 
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2. Lokasi Geografi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 

Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan 

pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa 

seksi yang dipimpin oleh masing- masing seorang kepala seksi. 

3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

a) Kedudukan 

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin 

oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi 

No. 1, Binjai.   

b) Tugas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 

tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di 

bidang PPh, PPN, PPn BM, PBBdan Pajak Tidak langsung lainnya dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang 

berlaku.   

 

c) Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

memiliki fungsi:  
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a) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan 

subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 

b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;  

1) Penyuluhan Perpajakan  

2) Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak, Penatausahaan piutang pajak 

dan pelaksanaan penagihan pajak;  

3) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak  

4) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;  

5) Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan  

6) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;  

7) Pembetulan ketetapan pajak 

8) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak   

d) Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:  

1) Subbagian Umum  

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.    

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi  

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha 

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan 
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dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, 

pelaksanaan i-SISMIOPdan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.  

3) Seksi Pelayanan  

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan,pengadministrasian dokumen 

dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan 

perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan 

kerjasama perpajakan.   

4) Seksi Penagihan   

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan 

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan 

pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta 

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.   

5) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 

melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan 

aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, 

pemantauan pengendalian intern, pengelolaan  

risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut 

hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses 

bisnis.   
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6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan  

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 

menunjang ekstensifikasi.  

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan 

konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat 

keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi 

surat lainnya.   

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi III  

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, 

bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis 

perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib 

pajak, rekonsiliasi data wajib pajakdalam rangka melakukan 

intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan 

Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.   

9) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang undangan yang berlaku.    
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Tabel II. 1 : Nama dan Jabatan Pegawai KPP Pratama Binjai 

Jabatan Nama 

Kepala Kantor M. IVON INDARDI 

Kasi Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi 

RONDANG FRISCA LUNARIS 

Kasi Seksi Pelayanan BURSOK ANTHONY MARLON 

Kasi Seksi Penagihan JUNJUNGAN SIHOMBING 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I MADONG SITANGGANG 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

II 

AGUST FIRMANDO 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

III 

ERIK MANSON AMBARITA 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

IV 

TULUS MULYONO 

Kasi Seksi Pemeriksaan JAULIMAN PURBA 

Kasi Seksi Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan 

SAHRUL ALAM 

Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepatuhan Internal 

SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN 

Supervisor Pemeriksa LEOPOLD PURBA 

Sumber: KPP Pratama Binjai (2019) 

 

B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan 

 Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai penulis melakukan 

Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2019 sampai 

dengan 28 Februari 2019 yaitu setiap hari kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Binjai. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di KPP 

Pratama Binjai adalah sama dengan waktu kerja pegawai yaitu mulai pukul 08.00-

12.00 WIB, kemudian istirahat sampai pukul 13.00 WIB. Lalu dilanjut sampai pukul 

17.00 WIB. Selama PPL penulis ditempatkan dibagian Seksi Pelayanan tepatnya di 

Aula KPP Pratama Binjai untuk membantu Wajib Pajak melaporkan Pajak SPT 

Tahunan. 
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 Adapun jenis dan bentuk yang penulis kerjakan di seksi pelayanan pada KPP 

Pratama Binjai antara lain: 

a. Mengasistensi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur Spipil 

Negara (ASN), Polisi, dan juga wiraswasta. 

b. Melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) pegawai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) melalui e-filling. 

c. Membantu melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) Aparatur Sipil 

Negara dilingkunagan kantor Bupati Kabupaten Langkat. 

2. Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Kerja 

a. Prosedur Kerja 

 Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pelayanan KPP 

Pratama Binjai adalah: 

a) Mengasistensi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur 

Spipil Negara (ASN), Polisi, dan juga wiraswasta: 

1) Bersalaman dengan wajib pajak sembari memperkenalkan diri dan 

menanyakan hal yang dapat di bantu; 

2) Mempersilahkan WP untuk duduk; 

3) Siap untuk melakukan asistensi sesuai yang dibutuhkan oleh WP. 

b) Melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) pegawai Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) melalui e-filling: 

1) Menerima berkas berupa bukti potong (formulir 1721 A1) yang 

diberikan oleh pegawai pajak maupun Asistent Representative (AR) 

2) Menerima email yang telah disiapkan oleh pegawai pajak atau AR 

3) Mendaftarkan NPWP WP untuk mendapatkan efin  
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4) Mendaftarkan WP bersangkutan untuk mendapatkan akun DJP online 

agar dapat melaporkan pajak melalui e-filling. 

5) Melakukan pengisian data WP sesuai sistem e-filling yang terdapat 

pada bukti potong WP. 

6) Data siap diinput, dan SPT siap untuk dikirim (dilaporkan).  

c) Membantu melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) Aparatur 

Negeri Sipil (ASN) Dinas Kabupaten Langkat melalui e-filling. 

1) Melakukan registrasi berupa absen yang akan di isi oleh para Wajib 

Pajak. 

2) Memanggil nomor antrian sesuai absen yang tertera. 

3) Melakukan asistensi dan membantu melaporkan pajak yang terutang 

melalui e-filling. 

b. Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala-kendala yang penulis hadapi adalah sebagai berikut: 

a) WP tidak membawa bukti potong PPh Pasal 21 (formulir 1721 A1 

untuk pegawai swasta dan formulir 1721 A2 untuk ASN) sehingga 

penulis tidak dapat membantu WP dalam melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-filling. 

b) Adanya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), 

sehingga data yang sudah penulis input hilang, sehingga penulis 

mengulang kembali dari awal dalam menginput data. 

c) Koneksi internet yang buruk, sehingga penulis gagal dalam mengirim 

SPT maupun kesulitan dalam menginput data melalui e-filling sesuai 

data yang wajib pajak laporkan. 
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c. Upaya Pemecahan Masalah 

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis dapat dapat 

melakukan pemecahan masalah yang terjadi, pemecahan masalah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan sosialisasi bahwasanya WP hendaknya membawa bukti 

potong yang diberikan oleh bendaharawan pemerintah maupun swasta 

sebagai administrasi yang tidak dapat terpisahkan dalam melaporkan 

pajak di KPP Pratama Binjai. 

b) Menghimbau maupun menginstruksikan dalam bentuk mensurati PLN 

agar dalam tengang waktu untuk pelaporan pajak tidak ada pemadaman 

listrik, dimana jatuh pada bulan maret untuk pelaporan pajak PPh 21.  

c) Melakukan perbaikan koneksi internet, baik itu penambahan wifi dan 

dapat juga membatasi jumlah penggunaannya, sehingga koneksi yang 

terhubung dapat berjalan dengan lancar. 

 

C. Analisa dan Pembahasan 

Setelah penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL), penulis 

menyadari bahwasanya banyak sekali ilmu yang didapat setelah melaksanakan 

program tersebut. Oleh karena itu penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang 

diberikan. Adapun beberapa referensi yang akan penulis tuangkan dalam analisa dan 

pembahasan ini, diantaranya berdasarkan undang-undang perpajakan, peraturan 

menteri keuangan dan juga peraturan direktorat jenderal pajak. Maka dengan bangga 

penulis menyajikan analisa dan pembahasan sebagai berikut. 
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1. Pengertian E-filling 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 

tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) 

Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Pasal 1 angka (2), Penyampaian 

Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filing) adalah suatu cara penyampaian Surat 

Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem on-line yang real time.  

a. Cara Menggunakan E-filling 

Bagi Wajib Pajak (WP) yang baru pertama kali menggunakan e-filling langkah 

awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi efin ke KPP 

dimana WP terdaftar atau ke KPP terdekat. Efin atau Elektronik Filling 

Indentification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada WP 

yang melakukan transaski elektronik dengan Direktorat Jenderal pajak (DJP). Siapkan 

data yang dibutuh kan berupa NPWP, NIK, No. Hp dan juga alamat email yang aktif. 

Dan permohonan aktivasi efin ini sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan 

kepada pihak lain. 

 

Gambar II. 1 : Contoh efin 

Sumber  : pajak.go.id 
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Setelah memperoleh efin, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri 

dengan membuat akun pada layanan pajak online, yakni di laman DJP Online 

(djponline.pajak.go.id). Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, 

yaitu NPWP dan Efin. Masukkan NPWP, nomor efin, dan kode keamanan kemudian 

klik “verifikasi”. 

 

Gambar II. 2 : Registrasi akun DJP online 

Sumber  : pajak.go.id 

 

Selanjutnya, system secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna 

(NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang didaftarkan. Klik link 

aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali di laman 

djponline.pajak.go.id dengan NPWP dan password yang sudah diberikan. 

Langkah terakhir adalah mengisi dan mengirim SPT Tahunan. Pastikan masuk 

kelayanan e-filling pada laman pajak onine dan akun adalah milikWP bersangkutan. 

Selanjutnya pilih buat “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang 

berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada dan pastikan bagian 

pertanyan tidak ada yang tidak terisi. Apabila SPT sudah dibuat, system akan 

menampilkan ringkaan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu 
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kode verifikasi yang dikirim melalui email. Lalu masukkan kode verifikasi dan 

setelah itu klik “kirim SPT”. 

2.  Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 

angka 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

a. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

a) Bagi Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan. 

Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak 

2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak 

3) Harta dan kewajiban; dan/atau 

4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 

(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan. 
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b) Bagi Pengusaha Kena Pajak 

Bagi PKP, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya 

terutang, dan untuk melaporkan tentang: 

1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Bentuk dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta 

Keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan.   

1. Bentuk SPT terdiri dari dua yaitu: 

a) SPT Masa adalah SPT untuk satu masa pajak yaitu satu bulan. 

b) SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun 

pajak. 

2. Jenis SPT 

a. SPT Masa terdiri dari : 

a) SPT Masa PPh pasal 21/26  

b) SPT Masa PPh pasal 21 dan 26 

c) SPT Masa PPh pasal 22 

d) SPT Masa PPh pasal 23 dan 26 

e) SPT Masa PPh pasal 25 
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f) SPT Masa PPh pasal 15 

g) SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) 

h) SPT Masa PPN dan PPnBM 

i) SPT Masa PPN PKP pedagang eceran 

j) SPT Masa PPN bagi pemungut 

b. SPT Tahunan: 

a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata 

uang Dollar Amerika Serikat 

c) SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja  

d) SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 

penghasilan satu pemberi kerja dengan penghasilan Bruto tidak 

melebihi Rp.30 juta setahun 

c. Sanksi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU no. 28 tahun 2008 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tidak/terlambat menyampaikan SPT 

dikenakan sanksi sebagai berikut: 

a) SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- 

b)  SPT Masa Pajak lainnya dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- 

c) SPT Tahunan PPh Orang pribadi dikenakan denda sebesar 

Rp.100.000,- 

d) SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- 
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Berdasarkan pasal 8 ayat (2a), (3) dan (5) UU no. 28 tahun 2008 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembetulan ketidakbenaran SPT 

sendiri dikenakan sanksi: 

a) Sebelum pemeriksaan dikenakan bunga sebesar 2%. 

b) Sebelum penyidikan dikenakan denda sebesar 150%. 

c) Sebelum menerbitkan SKP dikenakan kenaikan 50%. 

Berdasarkan pasal 38 UU no.28 tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Perpajakan, apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar 

dikenakan denda paling sedikit 1 dan paling banyak 2 kali pajak terutang atau 

kurungan paling sedikit 3 bulan dan paling banyak 1 tahun penjara. 

d. Batas waktu penyampaian SPT 

a) SPT Masa 

Tabel II. 2 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

No Jenis SPT Masa Batas waktu penyampaian SPT 

terakhir 

1 PPh pasal 21  Tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 

2 PPh pasal 22 Bendaharawan Empat belas hari setelah akhir 

masa pajak 

3 PPh pasal 22 Bea Cukai Tujuh hari setelah pembayaran 

4 PPh 22 yang dipungut 

pertamina 

Tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 

 

5 

PPh pasal 22 Badan tertentu Tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 

6 PPh pasal 23/26 Tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 

7 PPh pasal 25 Tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 

8 PPN/PPnBM-PKP/pemungut 

PPN selain Bendaharawan 

Tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 
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9 PPN/PPnBM Bendaharawan Empat belas hari setelah akhir 
masa pajak 

10 PPN/PPnBM yang dipungut 

Bea Cukai 

Tujuh hari setelah pembayaran 

 Sumber : pajak.go.id   

b) SPT Tahunan 

Tabel II. 3 : Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

No Jenis SPT Tahunan Batas waktu penyampaian SPT 

terakhir 

1 SPT PPh Tahunan Tanggal 31 bulan ketiga  setelah 

tahun pajak atau bagian tahun 

pajak 

 

2 

SPT PPh pasal 21 Tahunan Tanggal 31 bulan ketiga  setelah 

tahun pajak atau bagian tahun pajak 
 Sumber : pajak.go.id   

 

3. Analisis Perbedaan SPT manual dan e-filling 

a. Penyampaian SPT secara Manual 

Setelah Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak melalui kantor pos 

bank-bank yang telah ditunjuk oleh Mentri Keuangan maka diwajibkan bagi 

Wajib Pajak untuk melaporkan SPT pajak, mekanisme penyampaian SPT 

pajak secara manual adalah Wajib Pajak mengisi formulir SPT yang dapat 

diambil dari KPP dan menyampaikannya langsung ke KPP tempat dimana 

Wajib Pajak tersebut terdaftar sebelum tanggal jatuh tempo yang telah 

ditetapkan pada UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. Dan pastikan bahwasanya formulir SPT yang akan diisi 

sesuai dengan bukti potong yang diberikan oleh si pemberi kerja. Ada dua 

jenis bukti potong yaitu formulir 1721-A1 (pegawai swasta), dan formulir 

1721-A2 (ASN, Polri, TNI). Dan pastikan pula formulir SPT yang akan 

disampaikan sesuai dengan penghasilan yang telah ditetapkan oleh UU 
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Perpajakan, ada dua jenis formulir Orang Pribadi (OP) untuk PPh 21, yaitu 

formulir 1770 SS dan 1770 S (terlampir). 

    

b. Penyampaian SPT secara elektronik 

Wajib Pajak mengajukan permohonan efin secara tertulis kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan 

melampirkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar sesuai 

dengan lampiran pada Peraturan Dirjen Pajak No. Kep-05/PJ./2005. 

Permohonan efin ini disetujui apabila: 

1. Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam 

master file Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak 

2. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat 

pemberitahuan, telah menyampaikan: 

a) SPT Tahunan Orang Pribadi atau Badan untuk tahun pajak terakhir. 

b) SPT Masa PPN untuk enam masa terakhir 

Setelah permohonan diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan 

memberikan efin paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima 

Apabila efin hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan 

ulang dengan syarat menunjukkan Kartu NPWP asli atau Surat Keterangan 

Terdaftar asli. Apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan efin , dapat 

mendaftarkan diri melalui satu atau beberapa situs perusahaan penyedia jasa 

aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Setelah Wajib Pajak mendaftar, perusahaan penyedia jasa aplikasi akan 

mengirimkan kepada Wajib Pajak tata cara penyampaian SPT secara 

elektronik (e-filing) dan aplikasi e-SPT beserta buku petunjuk penggunaannya 

dan informasi lainnya. Kemudian Wajib Pajak meminta sertifikat (Digital 
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Certificate) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui website perusahaan penyedia 

aplikasi (ASP), sertifikat (Digital Certificate) ini diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak berdasarkan efin yang didaftarkan oleh Wajib Pajak. Sertifikat 

(Digital Certificate) ini seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi 

untuk mengamankan data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT 

secara elektronik (e-filing). Apabila Wajib Pajak telah memiliki Sertifikat 

(Digital Certificate), Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik. 

SPT secara elektronik ini diisi secara benar, jelas dan lengkap. Selanjutnya 

Wajib Pajak dapat mengisi SPT pada aplikasi SPT yang disediakan oleh DJP, 

aplikasi SPT dipilih sesuai dengan jenis pajaknya dan menyampaikannya pada 

situs-situs yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

Apabila SPT yang disampaikan Wajib Pajak dinyatakan lengkap oleh 

Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan secara 

elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah induk Surat Pemberitahuan 

yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti Penerimaan secara 

elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, 

jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor 

Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP). Selanjutnya Wajib Pajak mencetak dan menandatangani induk 

Surat Pemberitahuan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak dan 

wajib menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak 

(bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan 

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara 

tercatat, paling lama:  
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a. Empat belas hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan 

dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir 

penyampaian. 

b. Empat belas hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan 

secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah 

lewat batas akhir penyampaian.  

Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan 

Surat Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti 

Penerimaan secara elektronik sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi 

kewajibannya. Tanggal penerimaan induk Surat Pemberitahuan beserta 

lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat. 

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta 

lampiran yang dipersyaratkan dalam jangka waktunya, Wajib Pajak dianggap 

tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Data Wajib Pajak berupa Surat 

Pemberitahuan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik yang 

dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), 

diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui 

oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Gambar II. 3 : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) 

Sumber          : pajak.go.id 
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c. Perbedaan Lapor SPT Manual dengan e-filing 

Tabel II. 4 : Perbedaan Lapor SPT Manual dan e-filling 

No Uraian Lapor SPT Manual Lapor SPT e-filling 

1 Metode pengisian Lembaran kertas Sistem input data (elektronik) 

2 Sistem identifikasi Tidak efin Efin 

3 Metode pelaporan  Datang langsung ke KPP Dimana saja 

Sumber: online-pajak.com 

Dari tabel diatas maka penulis dapat menguraikan perbedaan SPT manual dengan 

e-filling sebagai berikut. 

1) Metode pengisian 

Metode pelaporan SPT secara manual dan e-filing pajak sama-sama 

menggunakan formulir resmi dari DJP. Akan tetapi, formulir e-filing 

pajak tidak berupa lembaran kertas, melainkan langsung tersedia di sistem. 

Semua kolom yang harus anda isi sama dengan formulir manual. 

2) Sistem identifikasi 

Metode pelaporan menggunakan e-Filing pajak mewajibkan Anda memiliki 

sistem identifikasi elektronik yang disebut e-FIN (Electronic Filing 

Identification Number). Nomor ini diperoleh setelah wajib pajak mengajukan 

permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. 

3) Metode pelaporan 

Metode pelaporan SPT manual mewajibkan Anda untuk datang langsung ke 

KPP setempat. Sementara, dengan e-Filing pajak, Anda bisa melaporkan dan 

membayar dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. 

Konsekuensinya, mulai 1 April 2018, wajib pajak tidak bisa lagi menyampaikan SPT 

secara manual untuk jenis pajak yang disebut di atas. 
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d. Kelebihan e-filling 

Dibandingkan penyampaian SPT secara manual menggunakan 

dokumen kertas, lapor pajak melalui e-filing, memberi tiga keuntungan 

ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen 

Pajak Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (13/3/2019), 

kompas.com: 2019. 

1) Pertama, e-filing akan membuat wajib pajak lebih cepat 

melaporkan SPT pajaknya. Sebab, wajib pajak tidak perlu ke 

kantor pajak untuk antre.  

2) Kedua, wajib pajak akan lebih nyaman karena pelaporan SPT pajak 

dengan e-filing dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.  

3) Ketiga, melaporkan SPT pajak akan lebih mudah karena sudah 

dilengkapi dengan fitur auto-calculation sehingga jumlah pajak 

yang terutang serta status laporan dapat langsung diketahui. 

 

e. Kelemahan e-filling 

Disamping banyaknya kelebihan e-filling, namun juga  masih terdapat 

kelemahan e-filling, diantaranya: 

1) Perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan digital 

terlihat mudah. Namun di lapangan bisa terjadi berbagai 

permasalahan. Pada tahap awal penerapan system ini, ketikata 

upload data sering gagal.  

2) Kondisi rill di lapangan, kesadaran masyarakat untuk 

menggunakan aplikasi e-filing masih sangat rendah.  
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pelayanan KPP 

Pratama Binjai adalah: 

d)  Mengasistensi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur 

Spipil Negara (ASN), Polisi, dan juga wiraswasta: 

e) Melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) pegawai Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) melalui e-filling: 

f) Membantu melaporkan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) Aparatur 

Negeri Sipil (ASN) Dinas Kabupaten Langkat melalui e-filling. 

Terdapat perbedaan SPT manual dengan e-filling sebagai berikut. 

4) Metode pengisian 

Metode pelaporan SPT secara manual dan e-filing pajak sama-sama 

menggunakan formulir resmi dari DJP. Akan tetapi, formulir e-filing 

pajak tidak berupa lembaran kertas, melainkan langsung tersedia di sistem. 

Semua kolom yang harus anda isi sama dengan formulir manual. 

5) Sistem identifikasi 

Metode pelaporan menggunakan e-Filing pajak mewajibkan Anda 

memiliki sistem identifikasi elektronik yang disebut e-FIN (Electronic 

Filing Identification Number). Nomor ini diperoleh setelah wajib pajak 

mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

terdaftar. 
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6) Metode pelaporan 

Metode pelaporan SPT manual mewajibkan Anda untuk datang langsung 

ke KPP setempat. Sementara, dengan e-Filing pajak, Anda bisa 

melaporkan dan membayar dari mana saja dan kapan saja selama ada 

koneksi internet. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah: 

d) Dalam melakukan asistensi kepada para Wajib Pajak (WP) hendaknya 

selalu ramah, sopan, dan rapi. Selalu ikhlas dalam melayani tanpa ada 

diskriminasi baik dengan yang kaya dan miskin, maupun yang tua dengan 

muda.. 

e) Melakukan perbaikan koneksi internet, baik itu penambahan wifi dan 

dapat juga membatasi jumlah penggunaannya, sehingga koneksi yang 

terhubung dapat berjalan dengan lancar. 

f) Memberikan edukasi dan sosialisasi baik dalam bentuk bimbingan teknis 

(bimtek), seminar, workshop yang tidak hanya pada para ASN Dinas 

Kabupaten Langkat, namun juga terjamah kepada seluruh lapisan 

masyarakat. 
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Lampiran 1. Foto kegiatan selama Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


